
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1703, 2017 KEMENKEU. Impor Sementara. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

          NOMOR  178/PMK.04/2017          

TENTANG 

IMPOR SEMENTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai impor sementara telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara; 

  b. bahwa untuk lebih meningkatkan aspek pengawasan dan 

pelayanan kepabeanan terhadap kegiatan impor 

sementara dengan lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan 

efektif, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Impor Sementara; 
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Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR 

SEMENTARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat 

lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat 

oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban 

pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Kepabeanan. 

4. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke 

dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan 

untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) tahun. 
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5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Kepabeanan. 

6. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer 

yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka 

pengawasan dan pelayanan kepabeanan. 

7. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan 

dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan 

dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, 

sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. 

8. Diperbaiki adalah penanganan barang yang rusak 

dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa 

mengubah sifat hakikinya. 

9. Direkondisi adalah penanganan selain perbaikan 

terhadap barang yang usang atau tua dengan 

mengembalikan seperti kondisi semula sehingga 

mengakibatkan peningkatan kualitas barang dari segi 

ekonomi tanpa mengubah sifat hakikinya. 

10. Diuji adalah pemeriksaan barang dari segi teknik dan 

menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

11. Dikalibrasi adalah proses untuk menyesuaikan suatu 

perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari 

standar yang digunakan. 

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

14. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 
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BAB II 

IMPOR SEMENTARA  

 

Bagian Kesatu 

Persyaratan, Tujuan Penggunaan, dan Jangka Waktu 

 

Pasal 2 

(1) Barang  impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai 

barang Impor Sementara sepanjang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a.  barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik 

secara fungsi maupun bentuk; 

b.  barang impor tersebut tidak mengalami perubahan 

bentuk secara hakiki; 

c. saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai 

barang yang sama saat diimpor;  

d. tujuan penggunaan barang impor jelas; dan  

e. pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa 

barang impor akan diekspor kembali. 

(2) Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diberikan pembebasan atau keringanan 

bea masuk. 

(3) Keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2), diberikan dengan membayar bea masuk sebesar 

2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari 

bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu Impor 

Sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang 

seharusnya dibayar atas barang Impor Sementara. 

(4) Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak diberlakukan ketentuan barang dibatasi 

untuk diimpor. 

(5) Suku cadang (spare parts) yang kedatangannya tidak 

bersamaan dengan barang Impor Sementara, dapat 

disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang Impor 
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Sementara setelah persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terpenuhi dan akan digunakan bersama 

atau untuk dipasang pada barang Impor Sementara. 

(6) Suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dapat diberikan pembebasan atau keringanan 

bea masuk sesuai dengan barang Impor Sementara yang 

akan digunakan bersama atau dipasang suku cadang 

(spare parts). 

(7) Terhadap suku cadang (spare parts) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak diberlakukan ketentuan 

barang dibatasi untuk diimpor. 

 

Pasal 3 

(1) Barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea 

masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2): 

a. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas impor Barang Kena Pajak sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor 

Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan 

bea masuk; dan 

b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan 

Pasal 22 sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan 

pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan 

di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

(2) Barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea 

masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2): 

a. dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas impor Barang Kena Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan; dan 
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